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ANDAR INTERNASIONAL AKU‘.I\_\ITANSI
TOR PUBLIK '

1L

INTERNASIONAL FEDERATION
OF ACCOUNTANS (IFAC)

y

INTERNATIONAL PUBLIC SECTOR
ACCOUNTING STANDARS (IPSAS)
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~ US. STANDARD SETTER

Federal level

FASAB - Federal Accounting Standards
Advisory Board

GAO - General Accounting Office
U.S. Treasury Department

OMB - Office of Management and Budget
State and Local Government (SLG)
®* GASB - Governmental Accounting
Standards Board
° Not-for-profits
°* FASB - Financial Accounting Standards
Board
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=D Cont’d

« State and Local - GASB formed in 1984

Covers basic governments and entities owned or controll
governments

® Not-for-profits - FASB formed in 1973

Covers not-for-profits not related to government entities
private nonprofit hospitals, colleges, museums, etc.
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nyang erkait A untan§| eKtor
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« Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN)

« Kompartemen Akuntan Sektor Publik (KASP) yang berada di
bawah IAl
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|stem Akuntansi Singlé\“Entry

« Sistem akuntansi yang telah berjalan selama ini pembukuan
hanya dilakukan secara single entry, dan diselenggarakan
oleh instansi-instansi secara terpisah-pisah,
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elemahan Sistem Single |

e

. Proses penyusunan lambat, disusun dari sub

. Memakai sistem single entry accounting yang

. Tidak mendasarkan pada Standar Akuntansi

. Tidak dapat menghasilkan neraca pemerintah.

sistem yang terpisah-pisah dan tidak terpadu.

tidak lagi memadai untuk menampung
kompleksitas transaksi-transaksi keuangan
pemerintah.

Sulit dilakukan rekonsiliasi antar sub sistem.

Keuangan Pemerintah.
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DESKRIPSI ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH “SINGLE ENTRY SISTEM”

Penerimaan : Pengeluaran :
PAD Bendahara Rutin
Non PAD Bendahara Proyek

Kas Daerah
(B 1X)

/ Bag. Pembukuan
A (Pembukuan)

Penerimaan DPA Pengeluaran
(B IV) (B 111) (B V)
(Bend 17) (Bend 1 (Bend 10)

I | [

3)
|

(B XV) (B XVI)

(Bulanan) (Bulanan)

Perhitungan
APBD




' 'Basis Akuntansi

« Sesual amanat Undang-undang Nomor - |
2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara, pemerintah diwajibkan
menerapkan basis akuntansi akrual secara penuh
atas pengakuan dan pengukuran pendapatan dan
belanja negara paling lambat tahun anggaran 2008. |
Sedangkan basis akuntansi yang sekarang ini |
diterapkan oleh pemerintah dalam pembuatan
laporan keuangan pemerintah sesual dengan
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
dalam Standar Akuntansi Pemerintahan adalah dual
basis. Yang dimaksud dengan dual basis adalah
pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan
dalam Laporan Realisasi Anggaran menggunakan
basis kas, sedangkan untuk pengakuan aktiva,
kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca menggunakan

basis akrual.
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Basis Akuntansi

 Penggunaan dual basis tersebut
didasarkan pada kenyataan bahwa
pemerintah diwajibkan membuat neraca
yang hanya dapat dibuat dengan akuntansi
berbasis akrual, sedangkan di sisi lain juga
wajib membuat laporan realisasi anggaran
atau yang dulu di kenal dengan nama
Perhitungan Anggaran Negara (PAN) yang
dibuat dengan akuntansi berbasis kas.
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' ~Produk dan Usaha yang
_ Dilaksanakan

BAKUN

J

Sejak tahun 1982 telah berupaya membuat Sistem
Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)

SAPP yang dibuat oleh BAKUN terdiri dari dua
sistem utama yang terpadu, yaitu

— Sistem Akuntansi Pusat (SAP) yang diselenggarakan
olen BAKUN

— Sistem Akuntansi Instansi (SAl) yang diselenggarakan
oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Single entry = double entry = Triple entry
Bisa membuat neraca
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' ~Produk dan Usaha yang
_ Dilaksanakan

J

« KASP telah menyusun standar akuntansi
untuk sektor publik/pemerintan vyaitu
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
PP no. 24 Tahun 2005

« Untuk Organisasi Sektor Publik Lainnya IAl
telah mengeluarkan PSAK 45 tentang
Pelaporan Keuangan Organisasi Nir Laba

/
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W \DAR PEMERIKSAAN KEUAN

« BPK telah mengembangkan standar
penting yang akan menjadi panduan dalam
proses audit di Indonesia

« SPKN menjadi acuan bagi auditor
pemerintah dalam melaksanakan tugasnya
sebagal pemeriksa (peraturan BPK No. 1
tahun 2007

« SPKN hanya mengatur hal-hal yang tidak
terdapat dalam Standar Profesional
Akuntan Publik (SPAP)
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 MEMBAGI AUDIT I\/IENJA\I TIGA

« PEMERIKSAAN KEUANGAN
« PEMERIKSAAN KINERJA
« PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
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lasi Perundangan Sektor P

Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Undang undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,

UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pus
dan Pemerintahan Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerinte
(RKP),

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Ke
dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga,

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jang
Menengah (RPJM),

Peraturan Pemerintah Rl nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan,

Peraturan Pemerintah Rl nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah,

Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.

Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang revisi permendagri 13 tahun 2006
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
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EMBANGAN UU setelah OTONOMI DAERAH

PP No 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuan-gan
Badan Layanan Umum

PP No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan

PP No 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah
PP No 55 Tentang Dana Perimbangan

PP No 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah

PP No 57 Tahun 2005 Tentang Hibah Kepada Daerah
PP No 58 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pp No 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Agus Widarsono, SE.,M.Si, Ak



L APORAN.KEUANGAN

SEKTOR PUBLIK
>




Rl Nomor 17 Tahun 2004 Pasz

Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota
menyampaikan rancangan
undang-undang tentang
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN/APBD
kepada DPR/DPRD berupa
laporan keuangan
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RI Nomor 17 Tahun 2004 Pasa

Bentuk dan isi laporan
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN/APBD
sebagaimana dimaksud disusun
dan disajikan sesuai dengan
standar akuntansi pemerintahan.
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=y '/I"J\ﬁ-lomor 1 Tahun 2005 Pasal

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara
Umum Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi
keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk
transaksi pembiayaan dan perhitungannya.

Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna
Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi
keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk
transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam
tanggung jawabnya.

Akuntansi sebagaimana dimaksud digunakan untuk
menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuali
dengan standar akuntansi pemerintahan.
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« ayat (1) : Menteri Keuangan selaku pengelola
fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam

rangka memenuhi pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN
ayat (2) : Menteri/pimpinan lembaga selaku

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun
dan menyampaikan laporan keuangan yang
meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan
Catatan atas Laporan Keuangan
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- ayat (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah
daerah untuk disampaikan kepada
gubernur/bupati/walikota dalam rangka memenuhi
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

ayat (2) Kepala satuan kerja perangkat daerah
selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca,
dan catatan atas laporan keuangan
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v 1@/3"/“’i5enjelasan pasal 16 Ayat (1),

Opini  merupakan pernyataan profesional
pemeriksa mengenal kewajaran informasi
Keuangan Yyang disajlkan dalam laporan
Keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) |
Kesesualan dengan standar akuntansi
pemerintahan, (i) kecukupan pengungkapan
(adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap
peraturan  perundang-undangan, dan (iv)
efektivitas sistem pengendalian intern.
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ng h"’rfidang nomor 32 Tahun 2005 Pasal 184

— Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD
berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
tahun anggaran berakhir.

— Laporan keuangan sebagaimana dimaksud sekurang-
kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca,
laporan arus kas, dan catatan atas laporan, keuangan,
yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha
milik daerah.

— Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan
standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.
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aliran Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahU" 2006 tentang
edoman Pengelolaan Keuangan Daerah

pasal 265 ayat (2) :

aporan pertanggungjawaban
nelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun dan
disajikan sesual dengan peraturan
pemerintah yang mengatur tentang
standar akuntansi pemerintahan.
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v; udukan SAP

 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004

 Dibutuhkan dalam rangka penyusunan
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN/APBD berupa laporan keuangan

e Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat
dan pemerintah daerah wajib menerapkan
SAP
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udukan SAP

« SAP digunakan oleh penyusun laporan
keuangan dalam Pengembangan Sistem
Akuntansi Keuangan Daerah

« SAP digunakan oleh pengguna laporan
keuangan untuk memahami informasi
keuangan

« SAP digunakan oleh auditor sebagali
kriteria  penilaian kewajaran laporan
keuangan
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o In this course you will become familiar
with current GASB, FASB, and
FASAB, SAKP, SAP

o Accounting and  reporting  for

governmental and not-for-profit entities
differ from those of for-profit entities
because each type of entity has
different purposes and reporting
objectives.
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